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1.1. SEJARAH SINGKAT KANOR

Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan kelas 1V Selatpanjang yang
dahulunya adalah Kantor Administrasi Pelabuhan (ADPEL).ADPEL selaku
penangung jawab tunggal dan umum, ADPEL melaksanakan dua fungsi,
pemerintahan
dan pengusahaan di pelabuhan. Konkretisasi kewenangan ADPEL sebagai penangung
jawab tunggal dan umum di nyatakan dengan keputusan Presiden No. 44 Tahun 1985
tentang pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama
yang
mengatur antara lain pasal 1 dan 2, bahwa:

Pasal 1 ayat (1) untuk pelaksanaan tugas pelayanan di daerah lingkungan kerja
pelabuhan laut utama, administrator pelabuhan adalah penanggung jawab dan
pimpinan utama atas kelancaran pelaksanaan tugas di daerah lingkungan kerja
pelabuhan utama; ayat (2) administrator pelabuhan berada di bawah dan bertanggung

jawab kepada menteri perhubungan.

Pasal 2 ayat (1) administrator pelabuhan mengendalikan kelancaran tugas pelayanan
di daerah lingkungan kerja pelabuhan utama; ayat (2) instansi pemerintah, unit kerja
dan badan usaha milik Negara yang kegiatanya berada di daerah lingkungan kerja
pelabuhan utamadalam melaksanakan tugasnya di perbantukan kepada administrator
pelabuhan dalam arti :
a. Secara taktis operasional bertanggung jawab kepada administrator pelabuhan;
b. Secara teknis fungsional tetap dibina oleh instansi induknya dalam arti

administrator pelabuhan tidak mencampuri bidang teknis instansi tersebut.



c.Kemudian, perubahan nama pada Kantor Administrator Pelabuhan menjad
Kantor

Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan di lokasi pelabuhan yang diusahakan secara
komersil didasari PM No. 36 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan. Untuk Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas
Pelabuhan kini memiliki tugas melaksanakan pengawasan dan penegakkan hukum
dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran, koordinasi kegiatan pemerintahan di
pelabuhan serta pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan
pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.

1.2. VISI DAN MISI PERUSAHAAN

e VISI
Terwujudnya penyelenggaraan transportasi laut nasional yang efektif,
efisien dan berdaya saing serta memberikan nilai tambah sebagai

infrastruktur dan tulang punggung kehidupan berbangsa dan bernegara.

e MISI

1. Menyelenggarakan kegiatan angkutan di perairan dalam rangka
memperlancar arus perpindahan orang/dan atau barang melalui perairan
dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan berdaya
guna;

2. Menyelenggarakan kegiatan kepelabuhanan yang andal dan
berkemampuan tinggi, menjamin efisiensi dan mempunyai daya saing
global untuk menunjang pembangunan nasional dan daerah yang

berwawasan nusantara;



3. Menyelenggarakan keselamatan dan keamanan angkutan perairan dan
pelabuhan;

4. Menyelenggarakan perlindungan lingkungan maritim di perairan
nusantara;

5. Melaksanakan konsolidasi peran masyarakat, dunia usaha dan pemerintah

melalurestrukturisasi dan reformasi peraturan

1.3. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR KESYAHBANDARAAN DAN
OTORITASS PELABUHAN

Organisasi adalah suatu proses penempatan dan pembagian pekerjaan yang
akan
dilakukan, pembatasan tugas dan tanggung jawab serta wewenang dan penempatan
hubungan antara unsur organisasi, sehingga memungkinkan orang dapat bekerja
secara
efektif untuk mencapai tujuan. Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas
IV Selatpanjang mempunyai struktur organisasi yang bersifat vertikal dalam

melaksanakan tugas pokok.

Bagan Struktur organisasi dari KSOP Kelas IV Selatpanjang sebagai berikut:



ﬁ STRUKTUR ORGANISASI

v KANTOR KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABUHAN KELAS IV SELATPANJANG
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KEPALA KANTOR
KESYAHBANDARAN DAN OTORITAS PELABLHAN
KELAS IV SELATPANJANG
Capt. LEONARD NATAL SIAHAAN, 3.51.T

NIP. 19751223 200502 1 001
|
PETUGAS TATA USAHA
KHARLI RAMA, AMd
NIF. 198606132 200812 1 004
! -
1. SELA SAFIANA NIP. 19910728 201012 2 002
2. NOFRIADI NIP. 19761108 193903 1 003
3. KARMILAWATI NIP. 19730711 200212 2 002
! S I —
PETUGAS STATUS HUKUM DAN PETUGAS KESELAMATAN EERLAYAR, PETUGAS LALU LINTAS
SERTIFIKAS| KAPAL EENJAGAAN DAN PATROLI ANGKUTAN LAUT DAN USAHA KEPELABUHANAN
HELMI NOFIKRI, H RUZIANTO ADE KURNIAWAN, SE
NIF. 18820721 200212 1 004 NIF. 200312 1 004 MIP. 19810714 200502 1 002
Nautis Teknis | Palaksana Administrasi : Nautis Teknis | Pelaksana Administrasi : Pelaksana Administrasi :
1. JOHAN TRI EFENDI NIP. 19871022 201012 1 007 1. NORMAN IP. 19720928 199203 1 001 KELOMPOK WILAYAH KERJA TANJUNG SAMAK
2. SYAHRIL NIP. 19690401 198703 1 002 JABATAN 1. SALOMO NATAL NIP. 19841225% PONDOKSTMI
FUNGSIONAL 2. HAPRIANTO NIP_ 198205042 .
Pelaksana Operasional : R RS
1. NAWAW, A.Md NIP. 19770202 200604 1 002
2. JULFRI ARITONANG NIP. 19810720 200604 1 003 WILAYAH KER.JA TANJUNG KEDABU -
3. HANAFI NIP. 19730216 198203 1 001 1. MUKHLIS EFENDI MNIP. 19681116 199103 1 D02
4. SUTRISNO NIP. 19760420 200712 1 002

POS KESYAHBANDARAN SEI JULING
MNakhoda Kapal Kelas V & 1. SUHARTO NIF. 19660911 199203 1 002
1. DEDI MARDISON NIP. 19771206 200712 1 001 2. YUWANDRI YASRI NIF. 19840130 200742 1 001
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